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ABSTRAK 

 

(A) Nama  : Lymens Gho; NIM: 217211029 

(B) Judul  : KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN GANDA  

ATAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH  

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 307 K/Pdt/2008 

DAN 

PUTUSAN NOMOR 976 K/Pdt/2015) 
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(E) Isi Abstrak :  

Badan Pertanahan Nasional yang merupakan lembaga pemerintah yang 

melakukan pengurusan atas hal pertanahan dan memiliki kuasa untuk 

melakukan penerbitan atas Sertipikat Hak atas Tanah diatur dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan 

Pertanahan Nasional, dan mengenai pendaftaran sertipikat tanah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah perlu dilakukan guna untuk 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik bidang tanah, 

masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan 

Nasional yang kemudian akan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sesuai 

dengan kebutuhan permohonan masyarakat. Sertipikat hak atas tanah 

tersebut memiliki kekuatan hukum dan merupakan bukti yang sah atas 

kepemilikan seseorang atas bidang tanah yang tercantum di dalam sertipikat 

tersebut.  Meskipun telah dilakukan perolehan sertipikat masih terdapat 

sengketa yang timbul karena adanya sertipikat baru lain yang di terbitkan 

oleh Badan Pertanahan Nasional, jadi terdapat dua sertipikat hak atas tanah 

atas bidang tanah yang sama. 
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